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ABSTRAK

Dengan diberlakukannya peraturan perundang undangan keimigrasian Malaysia

No. A.1154 Tahun 2002 sebagai amandemen dari peraturan perundang undangan

keimigrasian Malaysia No. 1959 Tahun 1963. Pada Undang undang Keimigrasian yang

lama dipandang sudah tidak memihak kepada sistem yang ada di Malaysia. Salah

satunya adalah Terlalu banyaknya tenaga kerja yang masuk ke Malaysia tanpa dilengkapi

dokumen dokumen resmi, hingga sulit untuk mendeteksi tingkat kerawanan dalam

negeri Malaysia

Undang undang yang baru itu jauh lebih tegas dibanding undang undang

yang digantikannya. Misalnya, setiap tenaga kerja ilegal yang tertangkap

oleh polisi Malaysia sejak berlakunya undang undang tersebut akan

didenda 10 ribu ringgit Malaysia, dihukum penjara paling lama lima tahun

dan hukuman cambuk enam kali. Hukuman tersebut juga dikenakan pada

majikan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal

Masalah yang ditimbulkan oleh TKI, khususnya yang termasuk kategori

undocumented ini membuat pemerintah Malaysia melakukan serangkaian langkah

langkah penanggulangan, baik yang bersifat koperatif maupun koersif. Langkah koperatif

dilakukan pada tahun 1984, dengan ditandatanganinya Medan Agreement antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia. Melihat hasil yang kurang memuaskan ini,

Pemerintah Malaysia kembali melakukan proses legalisasi,namun dengan prosedur

yang lebih ringan berupa amnesti. Secara teknis, para pengusaha Malaysia yang

mempekerjakan TKI undocumented diperintahkan untuk mendaftarkan para pekerjanya

tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Secara garis besar keberadaan tenaga kerja ilegal ini mendatangakan ancaman

ekonomi terhadap perserikatan dagang, pedagang kecil dan otoritas lokal. Perserikatan

Dagang merasa terancam karena kehadiran dari tenaga kerja ilegal telah menurunkan

bargaining power mereka terhadap kelompok pengusaha. Pengusaha lebih memilih

mempekerjakan tenaga kerja ilegal tanpa harus mematuhi ketentuan hukum Malaysia

yang mengharuskan pembayaran pembayaran minimum upah perhari sebesar M$9

M$12. Dimensi ancaman lainnya yang disebabkan oleh kehadiran tenaga kerja ilegal asal

Indonesia adalah peningkatan tindak kriminal. Pemerintah Malaysia menjustifikasi
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adanya tindakan kriminal dalam jumlah besar yang dilakukan oleh tenaga kerja ilegal

Indonesia

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia di satu sisi bertujuan untuk

mengamankan warganegara Malaysia dari ancaman tenaga kerja ilegal akan tetapi di sisi

lain kebijakan itu sendiri telah mengancam human security dari tenaga kerja ilegal asal

Indonesia. Ancaman ini muncul dengan adanya hukuman yang tidak manusiawi berupa

hukuman cambuk.
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